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PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH
TERHADAP STATUS HUKUM PERKAWINAN PASANGAN SUAMI ISTRI
YANG SALAH SATUNYA MASUK ISLAM

A. Nahdlatul Ulama
1. Profil Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi masyarakat berbasis ke-
Islaman yang didirikan tahun 1926 di Surabaya. Tepatnya adalah pada
tanggal 16 Rajab 1344 H atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M,
bertempat di rumah pemrakarsanya yaitu KH. Wahab Hasbullah di kampung
kertopaten Surabaya. Rapat di rumah KH. Wahab Hasbullah ini dihadiri para
alim ulama dari berbagai daerah, diantaranya hadir KH. Hasyim Asy’ari, KH.
Bisri, KH. Ridwan, KHR. Asnawi, KH. Nawawi, KH. Nachrawi, dan lain-
lain.!

Kelahiran Nahdlatul Ulama (NU) pada 1926 silam sebenarnya tak
bisa dilepaskan dengan perkembangan kelompok Islam yang secara relatif
berhaluan pembaruan ke arah “yang disebut” pemurnian (purifikasi) ajaran
Islam. Organisasi Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada 1912 oleh
KH. Ahmad Dahan yang kemudian gerakannya dianggap cenderung berbeda

dengan kebiasaan praktik-praktik keagamaan (Islam) masyarakat lokal

'IPNU IPPNU IAIN Sunan Ampel, Buku Materi Latihan Kader Muda 2011, (Surabaya: Medina,
2011), 20.
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merupakan bagian dari efek picu (trigger effect) yang mempercepat lahirnya
NU. Ditambah lagi pada saat itu gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah
di bawah pengaruh kuat ajaran Muhammad bin Abdul Wahab (Wahabi)
dianggap sudah kebablasan karena sudah sampai pada keinginan
membongkar makam Rasulullah SAW. Kalangan ulama Indonesia berhaluan
Sunni akhirnya membentuk komite (yang disebut Komite Hijaz) yang
selanjutnya diutus khusus untuk menemui Raja Fahd di Arab Saudi.? Tujuan
menemui Raja di Arab Saudi adalah meminta kepada pemerintah Wahabi
Saudi Arabia agar tetap mempertahankan ajaran dan praktik keagamaan
empat mazhab, walaupun permintaan itu ditolak.

Organisasi ini memiliki wawasan keagamaan yang berakar pada
tradisi keilmuan tertentu, berkesinambungan menelusuri mata rantai historis
sejak abad pertengahan, yaitu apa yang disebut ahlussunnah wal jamaah.
Pandangan ini menekankan pada tiga prinsip yaitu mengikuti faham
Ash’ariyah dan Maturidiyah dalam bidang teologi, mengikuti salah satu dari
empat mazhab dalam bidang figih, dan mengikuti faham al-Junaid dalam

bidang tasawuf.

2 Alfan Alfian, “Memahami Polarisasi Politik Ulama”, Kompas, 25 Agustus 1999.
® Abdurrahman Wahid, Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Dewasa ini, (Prisma, nomer 4 edisi
April, 1984), 31-38.
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Dengan ketiga prinsip di atas, dapat dikembangkan pandangan
keagamaan yang utuh dan pada tingkat tertentu tercermin pula dalam
perilaku politik maupun kultural.*

Dalam perjalanannya, NU tidak dapat lepas dari agenda politik
praktis. Para tokohnya tampaknya tak ingin ketinggalan berpartisipasi dalam
kancah politik praktis, dengan alasan-alasan yang pada dasarnya bersifat
pragmatis. Apalagi, di kalangan tokoh NU itu muncul kesadaran tentang
adanya basis massa politik yang nyata yang secara kuantitatif memiliki
posisi tawar kuat.’

Nahdlatul Ulama sendiri pada perkembangannya tergabung dalam
partai Masyumi, kemudian Melalui muktamar di Palembang pada 1952, NU
mendirikan parpol sendiri, yakni Partai NU dan ikut Pemilu 1955. Pada 1971,
oleh pemerintah Orde Baru Partai NU dengan paksa digabung (fusi) di dalam
PPP, hingga kemudian menyatakan diri lepas dari politik praktis melalui
Muktamar NU di Situbondo 1984. Mulai saat itulah NU di bawah
kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan kembali ke
Khittah 1926, yang pada dasarnya mereposisi NU ke arah kebangsaan tanpa
politik praktis dalam rangka mengimplementasikan substansi ketiga pilar

utama, yakni semangat kebangsaan (nahdhtul wathr), semangat atau

* Zamakhsyari Dhofir, Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta: LP3ES,
1984), 4.
3 Choirul Anam, Pertumbuhan dan perkembangan Nahdlatul Ulama, (Solo: Jatayu, 1985), 34.
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kebangkitan ekonomi (nahdatul tujja®, dan gerakan pengembangan
pemikiran (taswirul afkar) Islam berbasis kultural di Indonesia. Tetapi para
tokoh atau elite NU sudah telanjur menikmati manfaat pragmatis dunia
politik, yang kemudian ternyata semakin menyulitkan operasionalisasi
konsep kembali ke Khittah 1926.°
2. Metode IstinbatiHukum Nahdlatul Ulama
Nahdlatul Ulama merupakan salah satu Ormas Islam terbesar di
Indonesia, keberadaannya pun sangat diperhitungkan dalam penentuan
hukum suatu masalah yang timbul di Indonesia. Oleh karenanya diharuskan
ada wadah yang khusus menangani setiap masalah ini, sehingga dibentuklah
Lajnah Bahsul Masail.
a. Sekilas tentang Lajnah Bahsul Masail
Bahsul Masail merupakan bentuk ringkas dari istilah bah{hul
masad ad-diniyah (penelitian atau pembahasan masalah-masalah
keagamaan). Bahsul Masail merupakan suatu kegiatan diskusi atau
musyawarah di kalangan warga NU untuk mencari jawaban hukum
terhadap masalah-masalah agama yang belum diketahui ketetapan
hukumnya. Kegiatan ini kemudian diberi wadah tersendiri yaitu Lajnah
Bahsul Masail, selanjutnya disingkat LBM yang bertugas menampung,

membahas dan memecahkan masalah-masalah keagamaan yang

® Martin Van Bruinessen, NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, (Yogyakarta,
LkiS, 1999), 27.
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maudbiyah (konseptual) dan masalah-masalah keagamaan yang wagi<yah
(aktual) yang memerlukan kepastian hukum.’” Masalah-masalah yang
dibahas dalam forum Bahsul Masail tersebut, meliputi berbagai bidang
masalah keagamaan seperti akidah, akhlak, fikih atau hukum Islam, dan
lain sebagainya.

Secara historis forum Bahsul Masail telah ada sebelum Nahdlatul
Ulama berdiri. Saat itu sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren
yang melibatkan kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam bulletin
LINO (Lailatul ljtima Nahdlatul Oelama).® Bulletin LINO tersebut,
selain memuat hasil bahsul masail juga menjadi ajang diskusi interaktif
jarak jauh antar para ulama. Seorang kiai menulis kemudian ditanggapi
kiai lain, begitu seterusnya.

Apabila ditinjau dari latar belakang berdirinya dan dari Anggaran
Dasar NU, maka dapat direkonstruksi bahwa latar belakang munculnya
bahsul masail adalah adanya kebutuhan masyarakat akan hukum Islam
praktis (amali) bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama
dan intelektual NU untuk mencari solusinya dengan melakukan bahsul

masail. Apabila ditelusuri dari hasil-hasilnya, juga dapat diketahui bahwa

” Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Bab V tentang perangkat organisasi pasal 16 ayat 4
huruf I.

8 Sahal Mahfudh, Bahthul masail dan Istinbat Hukum NU: Sebuah catatan Pendek, dalam “H.M.
Jamaluddin Miri (ter.), AHKAMUL FUQAHA: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan
Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama” (1926-1999), (Surabaya: TN NU Jawa Timur dan
Diantama, 2004), vii.
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bahsul masail pertama telah dilaksanakan pada tahun 1926 M, beberapa
bulan setelah berdirinya Nahdlatul Ulama. Jadi, kegiatan pembahasan
masalah-masalah keagamaan ini telah berlangsung sejak awal berdirinya
organisasi Nahdlatul Ulama.

Istilah Lajnah Bahsul Masail tidak muncul sejak pertama kali
dalam lembaga pemecahan masalah keagamaan yang dilakukan NU.
Artinya, meskipun kegiatan bahsul masail telah ada sejak
kongres/muktamar NU pertama, namun kegiatan pembahasan masalah-
masalah keagamaan tersebut secara formal belum mempunyai nama.
Bahkan, hingga akhir dekade delapanpuluhan, Lajnah Bahsul Masail yang
dibentuk secara formal dan disahkan oleh PBNU juga belum muncul
kepermukaan. Nama tersebut baru muncul dalam muktamar Nahdlatul
Ulama XXVIII di Yogyakarta tahun 1989, komisi | (bahsul masail)
merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk “Lajnah Bahsul
Masail Diniyah” (lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan)
sebagai lembaga permanen yang Kkhusus menangani persoalan
keagamaan.’

Dengan demikian, Lajnah Bahsul Masail merupakan forum resmi
yang memiliki kewenangan menjawab berbagai permasalahan keagamaan

yang dihadapi oleh warga Nahdliyyin. Bahkan tradisi keilmuan Nahdlatul

% Ahmad Zahro, “Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama’, 1926-1999: Telaah Kritis Terhadap
Keputusan Hukum Figih” (Yogyakarta: Desertasi Doktor, IAIN Sunan Kalijaga, 2001), 61-62.
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Ulama juga dipengaruhi oleh keputusan bahsul masail, karena segala
permasalahan keagamaan yang dihadapi oleh Nahdlatul Ulama, dikaji dan
diberi keputusan oleh forum ini kemudian ditransmisikan kepada
warganya.

Metode IstinbagHukum Bahsul Masail

Mekanisme kerjanya, semua masalah yang masuk ke lembaga ini
diinventarisir, kemudian disebarkan ke seluruh ulama, anggota Syuriah
dan para pengasuh pondok pesantren yang ada di bawah naungan NU.
Selanjutnya para ulama melakukan penelitian terhadap masalah itu dan
dijadikan rujukan dari pendapat-pendapat ulama mazhab melalui kitab
kuning (Klasik). Selanjutnya mereka bertemu dalam satu forum untuk
saling beradu argumen dan dalil rujukan. Dalam forum ini seringkali
mereka harus berdebat keras dalam mempertahankan dalil yang
dibawanya, sampai akhirnya ditemukan dasar yang paling kuat. Barulah
ketetapan hukum itu diambil bersama.

Pada umumnya, rujukan itu mengikuti pendapat Imam Shafi’i<
karena mazhab ini paling banyak diikuti kaum muslimin dan lebih sesuai
dengan kondisi sosial, budaya dan geografis Indonesia. Jika pendapat
Imam Shafi’i<tidak tersedia maka pendapat ulama yang lain diambil,
sejaun masih dalam lingkungan mazhab yang empat (Shafi’i< Makki,

Hanbali, dan Hanafix Meskipun semua dasar selalu merujuk pada



52

pendapat ulama pendahulu, namun kondisi masyarakat selalu dijadikan

pertimbangan dalam penerapannya.™

3. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama terhadap Status Hukum Perkawinan

Pasangan Suami Istri yang Salah Satunya Masuk Islam
a. Prof. Dr. KH. A. Faishal Hag, M.Ag.

Berkenaan dengan status hukum perkawinan pasangan suami istri
yang awalnya menikah dalam kondisi non muslim semua, menurut beliau
ikatan perkawinan mereka berdua tetap sah jika mereka berdua masuk
Islam secara bersama-sama. Perkawinan mereka tetap eksis, dalam artian
mereka dapat melanjutkan ikatan perkawinan mereka tanpa harus
mengadakan akad baru.

Ketentuan di atas berbeda lagi jika kemudian di masa perkawinan
salah satu dari pasangan suami istri ini memutuskan untuk memeluk
Islam, namun tanpa diikuti oleh pasangannya. Menurut beliau status
hukum perkawinan mereka adalah putus seketika salah satu masuk Islam.
Baik yang masuk Islam dulu suami maupun istrinya. Putusnya

perkawinan mereka ini berakibat mereka tidak dapat berkumpul lagi

19 Speleiman Fadeli dan Moh. Subhan, Antologi NU, (Khalista: Surabaya, 2008), 35-36.
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layaknya sebagai suami dan istri, karena pada dasarnya istri telah haram
bagi sang suami, begitupun suami juga haram bagi istri.**
Beliau berpendapat demikian ini berdasarkan dalil al-Qur’an surat

al-Mumtahanah ayat 10:

P
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Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijranh kepadamu
perempuan-perempuan Yyang beriman, Maka hendaklah kamu uji
(keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan
mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar)
beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami
mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu
dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah
kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada
dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka
maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan)
dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar
yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang
telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di
antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

1 A, Faishal Haq, Katib Syuriah PWNU Jatim Periode 1992-1997, Wawancara, Surabaya, 8 Maret

2015
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Kemudian putusnya ini beliau hukumi rusak atau secara bahasa
beliau menyebutnya fasakh, namun lebih tepatnya adalah batal demi
hukum seketika salah satu dari pasangan suami istri ini masuk Islam.

Menurut beliau, ketika salah satu dari pasangan suami istri masuk
Islam, maka ikatan perkawinan mereka putus, dan seketika itu istri
menjalani masa idah. Idahnya istri ini sama layaknya idah dalam
perkawinan orang muslim. Dalam masa idah ini jikalau pasangan yang
kafir menyusul masuk Islam, maka mereka dapat melanjutkan ikatan
perkawinannya, namun jikalau dalam masa idah ini pasangan yang kafir
tidak juga masuk Islam, maka setelah idah istri habis pasangan suami istri
ini harus dipisahkan.

Kemudian berkenaan dengan masalah akad, beliau berpendapat
bahwa jika pasangan yang kafir menyusul masuk Islam dalam masa idah
maka perkawinannya bisa tetap diakui tanpa harus mengadakan akad
baru atau memperbarui nikah. Namun jika ternyata dalam masa idah
pasangan yang kafir ini tidak juga menyusul masuk Islam, dan baru
masuk Islam setelah idahnya habis, maka diharuskan adanya akad baru.
Dengan adanya akad baru ini mereka dapat hidup bersama lagi sebagai

pasangan suami istri.”

12 | bid.
13 1bid.



55

b. KH. Ahmad Asyhar

Berkenaan dengan status hukum perkawinan pasangan suami istri
yang awalnya menikah dalam kondisi non muslim semua, menurut beliau
ikatan perkawinan mereka berdua tetap sah jika mereka berdua masuk
Islam secara bersama-sama. Perkawinan mereka tetap eksis, dalam artian
mereka dapat melanjutkan ikatan perkawinan mereka tanpa harus
mengadakan akad baru.

Ketentuan di atas berbeda lagi jika kemudian di masa perkawinan
salah satu dari pasangan suami istri ini memutuskan untuk memeluk
Islam, namun tanpa diikuti oleh pasangannya. Menurut beliau status
hukum perkawinan mereka berdua putus seketika salah satu masuk Islam,
baik yang masuk Islam dulu suami maupun istri.**

Beliau berpendapat demikian ini berdasarkan dalil al-Qur’an surat
al-Mumtahanah ayat 10:
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¥ Ahmad Asyhar, Ketua PW LBM NU Jatim,Wawancara, Surabaya, 8 Mei 2015
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Ketika salah satu dari pasangan ini memutuskan masuk Islam,
maka jika gabla dukhukmaka perkawinannya langsung putus, dengan istri
tidak menjalani masa idah, sedang jika ba’da dukhukmaka istri menjalani
masa idah seketika salah satu masuk Islam.

Idah bisa terjadi karena merupakan konsekuensi dari tiga hal,
yakni fasakh, khulu’ dan talak. Idah dalam kasus di atas menurut beliau
adalah idah karena fasakh. Beliau menghukumi fasakh karena pada
dasarnya perkawinan mereka telah rusak seketika salah satu dari
pasangan ini memutuskan masuk Islam. Karena mereka telah berbeda
agama, maka diharamkan bagi mereka berkumpul kembali, dan istri
menjalani masa idah.*

Kemudian berkenaan dengan masalah akad, beliau berpendapat
bahwa jika dalam masa idah pasangan yang masih kafir menyusul masuk
Islam maka mereka berdua dapat malanjutkan ikatan perkawinannya
dengan tanpa mengadakan akad baru sesuai agama Islam. Sedangkan jika
dalam masa idah ini pasangan yang kafir tidak juga menyusul masuk
Islam, maka jika ia memutuskan masuk Islam setelah idah istri habis, ia
dapat berkumpul lagi dengan pasangannya yang telah memeluk Islam
lebih dulu dengan syarat ia harus mengadakan akad baru. Dengan adanya

akad baru ini mereka telah resmi kembali sebagai pasangan suami istri

15 1bid.



57

dan dapat berkumpul sebagaimana sebelumnya ketika mereka belum
memeluk Islam.*®
Ahmad Muntaha al-Bari Musta’in

Berkenaan dengan status hukum perkawinan pasangan suami istri
yang awalnya menikah dalam kondisi non muslim semua, menurut beliau
ikatan perkawinan mereka berdua tetap sah jika mereka berdua masuk
Islam secara bersama-sama. Perkawinan mereka tetap eksis, dalam artian
mereka dapat melanjutkan ikatan perkawinan mereka tanpa harus
mengadakan akad baru. Islam tidak mempermasalahkan perkawinan
mereka ketika mereka dahulu masih kafir.

Ketentuan di atas berbeda lagi jika kemudian di masa perkawinan
salah satu dari pasangan suami istri ini memutuskan untuk memeluk
Islam, namun tanpa diikuti oleh pasangannya. Jawaban mengenai
masalah ini bisa dengan menggunakan dasar surat al-Mumtahanah ayat
10, dan menurut beliau dasar pengambilan hukum yang lebih tepat yakni
berdasarkan:

129-130 : - 6: z {Y\
s U ol & o cnse ol sdleas OF oy 1 oade 2y el J6

we o2 ¥ el PV Bsladly woged) OV, a LS A O gl (LB
PETRRICNCHAING Tt CE PR ST Lo SN WU SUCI VPR PR L AN EY

18 1bid.



58

Caadil s __r!.:p'-_'.- ..'."(::‘-' ;s ey Lagia Ronanll adadil saall .._,r":"'_:"': e
17 .

e Y BY L oY) Ll ob] Uiy Taaal)

Menurut beliau berkenaan berdasarkan keterangan di atas, maka
status hukum perkawinan mereka adalah harus dilihat dulu, jika yang
masuk Islam dulu adalah suaminya, maka ia dapat meneruskan ikatan
perkawinannya dengan istrinya dengan catatan bahwa istri adalah dari
golongan kitabiyah (ahli kitab) dan suami tidak mempunyai istri lebih
dari empat. Namun jika ternyata istri adalah bukan dari golongan
kitabiyah, semisal dari golongan Wathaniyah atau Majusiyyah maka ia
tidak dapat melanjutkan ikatan perkawinannya dalam artian status
hukum perkawinan di antara pasangan ini telah putus. Begitupun juga
ketika seorang suami mempunyai istri lebih dari empat, maka ia harus
memilih empat dan harus menceraikan yang lainnya, dengan catatan
keempat istri yang dipilih ini adalah perempuan kitabiyah.'®

Kemudian, berbeda lagi jika yang masuk Islam dulu adalah si istri.
Menurut beliau seketika istri masuk Islam, maka status perkawinannya
dengan suaminya adalah putus. Mereka berdua diharamkan berkumpul
dan tidak dapat lagi hidup bersama layaknya sebagai pasangan suami

istri. Hal yang demikian ini tidak dapat lagi dipandang apakah suaminya

' Imam ash-Shafi’i, al-Umm, Juz VI, (t.tp., Daral-Wafak 2001), 129-130.

8 Ahmad Muntaha al-Bari Musta’in, Wakil Sekretaris PW LBM NU, Wawancara, Surabaya, 15 Mei
2015
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kitabiyah ataukah bukan, yang jelas ketika seorang istri memutuskan
masuk Islam dan tidak diikuti oleh suaminya maka status perkawinannya
putus seketika itu juga. Karena pada dasarnya seorang perempuan
dilarang menikah dengan laki-laki non muslim.*®

Berkenaan dengan masalah hukum putusnya perkawinan antara
pasangan suami istri yang salah satunya masuk Islam, menurut beliau
putusnya ini dihukumi fasakh. Karena pada dasarnya, seketika salah satu
masuk Islam, maka perkawinan di antara pasangan ini telah rusak.
Menurut beliau, fasakhnya perkawinan antara pasangan suami istri ini
tidak mengurangi bilangan talak, jika ternyata dikemudian hari pasangan
yang kafir menyusul masuk Islam.

Berkenaan dengan masalah idah, beliau berpendapat jika yang
masuk Islam dulu adalah seorang istri, maka status perkawinannya
seketika itu putus dan istri menjalani masa idah layaknya idah istri yang
ditalak. Hal demikian ini terjadi jika sebelumnya mereka telah melakukan
persetubuhan (ba’da dukhuf, namun jika ternyata sebelumnya mereka
belum pernah melakukan persetubuhan (gabla dukhul status perkawinan
mereka lagsung putus seketika si istri masuk Islam, dan istri tidak

menjalani masa idah.®

19 |bid.
20 |hid.
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Berkenaan dengan masalah akad, beliau berpendapat bahwa ketika
pasangan yang masih kafir menyusul masuk Islam di dalam masa idah
istri, maka pasangan suami istri ini dapat melanjutkan ikatan perkawinan
yang telah mereka bina sebelumnya dengan tanpa mengadakan akad baru.
Beliau beranggapan bahwa akad nikah yang telah mereka lakukan ketika
masih Kkafir tetap diakui dalam Islam. Kemudian berkenaan dengan
menyusulnya pasangan yang kafir masuk Islam setelah habis masa idah
istri, menurut beliau pasangan ini harus mengadakan akad baru agar

hubungan mereka sah lagi sebagai suami istri.?!

B. Muhammadiyah
1. Profil Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan sebuah persyarikatan atau organisasi
Islam yang lahir di Yogyakarta pada 9 Dzulhijjah 1330 Hijriah bertepatan
dengan tanggal 18 November 1912 Masehi. Pendiri utamanya adalah Ahmad
Dahlan, seorang ulama dan ketib Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang
tinggal di kampung Kauman, Yogyakarta.*

Pada tahun itu, KH. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi
Muhammadiyah untuk melakukan cita-cita dalam pembaharuan Islam di

Indonesia. KH. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaharuan dalam

! lbid.
22 Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, 1 Abad Muhammadiyah, (Jakarta: Kompas,
2010), 1.
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cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. la ingin mengajak
umat Islam di Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan al-Qur’an
dan al-Hadis. Sejak pertama didirikan, telah ditegaskan bahwa
Muhammadiyah bukan organisasi yang bergerak di bidang politik, namun
bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan.

Selain itu Muhammadiyah didirikan atas dasar agama dan bertujuan
untuk melepaskan agama Islam dari adat kebiasaan yang jelek yang tidak
berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah Rasul.?®

Dalam soal-soal keagamaan, Muhammadiyah berpedoman pada al-
Qur’an dan Hadis. Pendapat atau pandangan ulama-ulama terdahulu maupun
ulama kontemporer tetap menjadi bahan pertimbangan, asal pendapat ini
tidak menyimpang dari apa yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadis.*

2. Metode IstinbagfHukum Muhammadiyah

Menelusuri metode istinbag hukum Muhammadiyah, tidak bisa
terlepas dari peran Majelis Tarjih (selanjutya disingkat MT), lembaga yang
berfungsi sebagai “pabrik hukum”. Sebelum keputusan final sebuah hukum
digulirkan kepada publik, terlebih dahulu para cendekiawan Muhammadiyah

melakukan penggodokan secara serius dan matang di dalam MT ini. Di

sanalah, proses-proses istinbagdipraktekkan.

2% Nana Supriatna, Sejarah, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), 171.
?* AR Fachruddin, Mengenal dan Menjadi Muhammadiyah, (Malang: UMM Press, 2005), 8.
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Menurut bahasa, kata tarjih berasal dari kata rajjaha. Rajjaha berarti
memberi pertimbangan lebih dahulu daripada yang lain. Menurut istilah, para
ulama berbeda-beda dalam memberikan rumusan tarjih ini. Sebagian besar
ulama Hanafiyah, Shafi’iyyah, dan Hanabilah memberikan rumusan bahwa
tarjih ini diartikan sebagai perbuatan mujtahid.?

Dilihat dari sejarah berdirinya, Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak
terlepas dari keadaan masyarakat Jawa yang sinkretis, serta banyaknya
praktek-praktek yang bersifat abangan, menyebabkan konsep dasar tauhid
sebagai asas dari segala hal yang asasi terbelenggu tradisi animistik.”®
Gambaran Cliffort Geerzt ini cukup memberikan kejelasan bahwa kehidupan
ke-Islaman masyarakat Jawa terklarifikasi ke dalam tiga struktur sosial,
yakni abangan, santri, dan priyayi. Ketiganya ini masing-masing memberi
kesan akan kualitas keberagamannya masing-masing. Kondisi demikian
menyadarkan Muhammadiyah, sehingga dalam kongres Muhammadiyah XVI
tahun 1927 di Pekalongan, usulan KH. Mas Mansur supaya Muhammadiyah
membentuk suatu Majelis atau badan semacam Majelis Ulama yang bertugas
khusus meneliti dan menggali hukum-hukum Islam berdasarkan al-Qur’an
dan Hadis, yang sekarang dikenal dengan nama Majelis Tarjih, diterima

dengan bulat.?’

% Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi, dan Aplikasi, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010), 3.

% Cliffort Geerzt, The Religion of Java, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989), 6.

" H.D.G Muchtar, et.al, Beberapa Pedoman Ber-tarjih, (Yogyakarta: Muhammadiyah, 1985), 17.
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Sejak berdirinya hingga saat ini, tugas Majelis Tarjih Muhammadiyah
telah mengalami perkembangan dan perubahan. Awalnya Majelis Tajih
Muhammadiyah hanya membahas masalah-masalah yang diperselisihkan
saja, yaitu dengan cara mengambil pendapat yang dianggap kuat dalilnya.
Sehingga tugas utama majelis ini awalnya hanya membuat tuntunan atau
pedoman bagi warga Muhammadiyah, terutama masalah ibadah.

Pada tahun 1960 Muktamar Tarjih baru mulai mengadakan
pembahasan mengenai masalah pembatasan kelahiran, perburuhan, dan hak
milik, namun pada muktamar ini tidak sampai pengambilan keputusan hingga
muktamar-muktamar yang diselenggarakan dengan berbagai macam
pembahasan masalah kontemporer seperti halnya bunga bank, keluarga
berencana (KB), asuransi atau pertanggungan, dan lain sebagainya. Sederet
agenda permasalahan yang dibahas dalam satu muktamar tarjih ke muktamar
tarjih berikutnya dapat dipahami bahwa tugas pokok dari Majelis Tarjih
Muhammadiyah tidak hanya terbatas pada masalah-masalah khilafiyat dalam
bidang ibadah saja, melainkan masalah kekinian sesuai dengan perkembangan
zaman.?®

Pada 1968, Majelis Tarjih berhasil menetapkan hukum atas isu-isu
kontemporer, seperti bunga bank, judi dan lotre, KB, dan sebagainya. Dengan

demikian, makna tarjih itu sendiri telah mengalami perluasan, tidak sekedar

%8 Fathurrahman Djamil, Metode ljtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, (Jakarta: Logos, 1995), 66.
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“menguatkan” dan “memilih” salah satu dari berbagai pendapat, tapi juga
berfungsi “mencari” untuk memecahkan masalah baru. Karena itulah, Majelis
Tarjih kemudian diklaim oleh Muhammadiyah sebagai lembaga ijtihad,
sebuah penamaan yang sangat prestisius. Muhammadiyah memang dikenal
sebagai lembaga yang tidak canggung dengan istilah ijtihad karena mereka
berkeyakinan bahwa pintu ijtihad tetap terbuka lebar.

Adapun runtutan istinbagyang dicanangkan Majlis Tarjih, pertama
melalui al-Qur’an dan Sunnah Shahihah, dengan “mengabaikan” pendapat-
pendapat para imam figih pasca masa sahabat Rasulullah. Hal ini terkait
dengan genealogi intelektualisme Muhammadiyah yang memang kurang
begitu memberi apresiasi terhadap perkembangan figih pada periode yang
mereka sebut sebagai periode taglid (sekitar abad 10 M-18 M). Rentang ini
dianggap sebagai periode dimana Islam bercampur-baur dengan apa yang
disebut takhayul, bid’ah, dan khurafat. Oleh karena itu, bila ada persoalan
hukum baru yang mengemuka, maka selalu dicarikan jawabannya dalam al-
Qur’an dan Sunnah. Namun, semua orang tahu bahwa tidak semua persoalan
dapat dicarikan jawabannya secara langsung dalam al-Qur’an dan Sunnah
karena keterbatasannya. Jika tidak ditemukan jawabannya secara langsung
dalam al-Qur’an dan Sunnah Majlis Tarjih menggunakan ijtihad dengan
istinbagdari nash (teks) yang ada melalui persamaan ‘illat (alasan hukum).

Dengan demikian, kendati qiyas (analogi) tidak diakui secara langsung,
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namun dalam prakteknya tetap dikembangkan Muhammadiyah dalam
menetapkan hukum. Sedangkan ijma’, Muhammadiyah hanya menerima
ijma’ al-shhabah (kesepakatan sahabat) yang mengikuti pandangan Ahmad
bin Hanbal, yang berarti bahwa ijma’ tak mungkin terjadi pasca generasi

sahabat Rasulullah (Khulafaur Rashidis).

. Pandangan Tokoh Muhammadiyah terhadap Status Hukum Perkawinan
Pasangan Suami Istri yang Salah Satunya Masuk Islam

a. KH. Syamsudin

Berkenaan dengan status hukum perkawinan pasangan suami istri
yang awalnya menikah dalam kondisi non muslim dan kemudian masuk
Islam, beliau berpendapat bahwa tidak ada perincian apakah masuk
Islamnya bersamaan atau didahului salah satunya, yang pasti jika masuk
Islam maka perkawinannya batal demi hukum atau putus.

Selain berdasar pada surat al-Mumtahanah ayat 10, beliau
berpendapat demikian didasarkan pada bahwa agama Islam mempunyai
tujuan (magashid sharizah) untuk mewujudkan kemaslahatan hidup
manusia. Perwujudan tujuan tersebut dicapai melalui perlindungan
terhadap agama (hidh ad-dir), perlindungan terhadap jiwa/raga (hidh
an-nafs), perlindungan terhadap akal (hifdh “aqgl), perlindungan terhadap

keturunan (h¥fdh nasl), perlindungan terhadap harta (h}fdh al-mag.
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Dalam masalah ini beliau mendasarkan pada bahwa ketika salah
satu dari pasangan suami istri masuk Islam, maka perkawinannya harus
putus, karena agama antara keduanya telah berbeda, sehingga dengan
putusnya perkawinannya ini dapat melindungi agama suami/istri yang
telah memeluk Islam.

Kemudian berkenaan dengan hukum perkawinan pasangan suami
istri yang salah satunya masuk Islam, beliau berpendapat bahwa putusnya
ini tidak dapat dihukumi apa-apa, apakah itu fasakh, khulu’, atau talak.
Beliau beranggapan bahwa putusnya ini tidak dapat dihukumi, karena
pada dasarnya perkawinannya yang sebelum Islam tidak dianggap dan
tidak sah menurut Islam.?®

Berkenaan dengan masalah idah, beliau juga berpendapat bahwa
dalam masalah ini istri juga tidak menjalani masa idah, dalam artian tidak
ada idah. Karena menurut beliau pada dasarnya perkawinannya tidak
dianggap, idah itu ada akibat adanya akad, dan akad yang benar dalam hal
ini adalah akad yang dilakukan dengan tata cara Islam.*

Berkenaan dengan masalah akad, beliau berpendapat bahwa tidak
ada pengecualian apakah mereka masuk Islam secara bersamaan ataukah

dengan didahului salah satunya. Menurut beliau ketika masuk Islam

% Syamsudin, Ketua Majelis Tarjih & Tajdid PW Muhammadiyah Jatim,Wawancara, Surabaya, 9
Maret 2015
% bid.
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mereka berada di titik nol, sehingga jika ia ingin tetap dalam ikatan
perkawinannya, maka mereka diharuskan mengadakan akad baru. Karena
dengan mengadakan akad baru perkawinan di antara mereka sah menurut
hukum Islam.

KH. Syaifuddin Zaini

Berkenaan dengan status hukum perkawinan pasangan suami istri
yang awalnya menikah dalam kondisi non muslim semua, menurut beliau
ikatan perkawinan mereka berdua tetap sah jika mereka berdua masuk
Islam secara bersama-sama. Perkawinan mereka tetap eksis, dalam artian
mereka dapat melanjutkan ikatan perkawinan mereka tanpa harus
mengadakan akad baru. Islam tidak mempermasalahkan perkawinan
mereka ketika mereka dahulu masih kafir.

Kemudian berkenaan dengan pasangan yang menikah dalam
kondisi non muslim semua, kemudian di masa perkawinan salah satu dari
pasangan suami istri ini memutuskan untuk memeluk Islam, namun tanpa
diikuti oleh pasangannya. Menurut beliau status hukum perkawinan
mereka adalah putus seketika salah satu masuk Islam, baik yang masuk
Islam dulu suami maupun istrinya. Dengan putusnya perkawinan ini maka
di antara pasangan suami istri ini diharamkan untuk berkumpul. Beliau

berpendapat, secara hukum Islam jika salah satu pasangan masuk Islam
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dengan tanpa diikuti oleh pasangannya, maka perkawinannya putus,
namun secara administrasi harus diproses di Pengadilan Agama.!

Dasar beliau mengatakan hal seperti di atas adalah sama dengan
pendapat bapak KH. Syamsudin, yakni selain berdasar pada surat al-
Mumtahanah ayat 10, beliau berpendapat demikian didasarkan pada
bahwa agama Islam mempunyai tujuan (magashid sharizah) untuk
mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Perwujudan tujuan tersebut
dicapai melalui perlindungan terhadap agama (hidh ad-dix).

Kemudian berkenaan dengan hukum perkawinan pasangan suami
istri yang salah satunya masuk Islam, beliau berpendapat bahwa putusnya
ini dihukumi fasakh, karena pada dasarnya ketika salah satu masuk Islam
dengan tanpa diikuti pasangannya, maka perkawinan di antara pasangan
suami istri ini rusak dan harus dipisahkan.

Berkenaan dengan masalah idah beliau berpendapat bahwa ketika
salah satu dari pasangan suami istri masuk Islam baik yang masuk Islam
suami maupun istri dulu, si istri seketika itu menjalani masa idah
layaknya idah dalam perkawinan orang muslim. Idah ini diperlukan

karena untuk membersihkan rahim.*

31 Syaifuddin Zaini, Bendahara PW Muhammadiyah Jatim, Wawancara, Surabaya 1 April 2015.

%2 |bid.
% |bid
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Berkenaan dengan masalah akad, beliau berpendapat bahwa ketika
salah satu dari pasangan suami istri masuk Islam baik yang masuk Islam
suami maupun istri dulu, si istri seketika itu menjalani masa idah.
Kemudian jika pasangan yang masih kafir menyusul masuk Islam ketika
masa idah istri, maka mereka dapat melanjutkan ikatan perkawinannya
seperti ketika mereka masih kafir dengan tanpa mengadakan akad baru
secara Islam, dalam artian perkawinannya ketika masih kafir tidak
dipermasalahkan menurut Islam. Sedangkan jika pasangan yang kafir
kemudian menyusul masuk Islam namun setelah masa idah istri habis,
maka jika ia masih berkeinginan hidup bersama sebagai suami istri, ia
diharuskan mengadakan akad baru yang secara Islam.**

KH. Sa’ad Ibrahim

Berkenaan dengan status hukum perkawinan pasangan suami istri
yang awalnya menikah dalam kondisi non muslim semua, menurut beliau
ikatan perkawinan mereka berdua tetap sah jika mereka berdua masuk
Islam secara bersama-sama. Mereka dapat melanjutkan ikatan
perkawinannya dan hidup bersama sebagai suami istri. Islam tetap
mengakui perkawinannya sebelum masuk Islam, walau tata caranya tidak

sesuai dengan tata cara dalam perkawinan orang Islam.®

* Ibid.

% Sa’ad Ibrahim, Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jatim,Wawancara, Malang, 18 Mei 2015.
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Kemudian berkenaan dengan pasangan yang menikah dalam
kondisi non muslim semua, kemudian di masa perkawinan salah satu dari
pasangan suami istri ini memutuskan untuk memeluk Islam, namun tanpa
diikuti oleh pasangannya. Menurut beliau dalam kasus ini harus dilihat
dulu, apakah yang masuk Islam itu suami dulu ataukah istrinya dulu,
karena ketentuannya sudah beda.

Jika yang masuk Islam suaminya dahulu, maka ia dapat tetap
melanjutkan ikatan perkawinannya dengan istrinya, dengan catatan
bahwa istrinya adalah dari golongan ahli kitab. Karena pada dasarnya
dalam Islam, seorang laki-laki boleh menikahi perempuan ahli kitab. Itu
tadi kalau istrinya berasal dari golongan ahli kitab, berbeda lagi
ketentuannya jika istrinya ini bukan dari golongan ahli kitab, semisal dari
golongan Majusi (penyembah api) atau Wathani (penyembah berhala),
maka ia tidak dapat melanjutkan ikatan perkawinannya seketika ia masuk
Islam sebelum si istrinya ini juga memeluk Islam. Perkawinannya
seketika itu putus dan ia tidak dapat hidup bersama dengan istrinya ini, si
istri haram bagi suaminya, dan suami juga telah haram bagi si istri.*

Kemudian, berbeda lagi jika yang masuk Islam itu adalah si istri
dahulu. Ketika seorang istri masuk Islam dan masuk Islamnya ini tanpa

diikuti oleh suaminya, maka status perkawinannya dengan suaminya

% |bid.
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seketika itu batal/putus. Dalam permasalahan ini, tidak peduli apakah
suami ahli kitab atau bukan, perkawinan di antara keduanya telah batal
menurut hukum Islam. Karena pada dasarnya seorang perempuan
muslimah dilarang menikah dengan laki-laki non muslim.*’

Sama dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah di atas, bahwasannya
beliau berpendapat demikian didasarkan pada surat al-Mumtahanah ayat
10, dan berdasar pada metode (magashid sharidah) untuk mewujudkan
kemaslahatan hidup manusia. Dalam masalah ini metode (magashid
sharidh) digunakan dalam perwujudan perlindungan agama (hifdh ad-
dir).

Berkenaan dengan masalah hukum putusnya perkawinan pasangan
suami istri yang salah satunya masuk Islam, beliau berpendapat bahwa
putusnya ini dihukumi batal demi hukum, beliau tidak mengatakan
fasakh, karena pada hakikatnya yang dinamakan fasakh adalah
membatalkan sesuatu yang telah benar. Sedang dalam masalah ini
perkawinan mereka yang ketika masih kafir dianggap tidak ada menurut
Islam.*®

Kemudian berkenaan dengan masalah idah, beliau berpendapat
bahwa idah dalam perkara ini tetap berlaku, karena pada dasarnya salah

satu prinsip dari idah itu adalah untuk mengosongkan rahim atau

% Ibid.
% |bid.
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membersihkan rahim, sehingga jika tidak ada idah, maka kita tidak akan
tahu apakah istri ini sedang mengandung atau tidak.

Selanjutnya berkenaan dengan masalah akad, beliau berpendapat
bahwa ketika perkawinan di antara pasangan non muslim telah putus
dikarenakan salah satu di antara suami istri masuk Islam, maka istri
menjalani masa idah. Kemudian jika ternyata pasangan yang masih kafir
ini menyusul masuk Islam di dalam masa idah, maka perkawinannya
mereka dapat tersambung kembali, dalam artian mereka dapat
melanjutkan ikatan perkawinannya. Sedangkan jika ternyata pasangan
yang kafir ini tidak juga menyusul masuk Islam dalam masa idah, maka
jika di kemudian hari ia memutuskan untuk masuk Islam setelah idah
habis dan ia ingin kembali membina rumah tangga dengan suami/istrinya
lagi, maka diharuskan adanya akad baru. Dengan catatan bahwa jika yang
masuk Islam dulu istrinya, maka ia belum menikah dengan laki-laki lain
ketika idahnya habis, dan jika yang masuk Islam dulu adalah suaminya,

maka ia belum mempunyai istri yang berjumlah empat orang atau lebih.*°

% |bid.



